
DAFTAR PUSTAKA 

 

BUKU  : 

Agus Dwiyanto,2006,Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan 

Publik,Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 

Abdulkadir Muhammad,1998,Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung : Citra 

Aditya Bakti. 

Badudu dan Zain ,2001,Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar 

Harapan. 

Bambang Sunggono, 1997, MetodologiPenelitianHukum, Jakarta : PT. Raja 

GrafindoPersada. 

Burhan Ashshofa, 2004, MetodePenelitianHukum, Jakarta : Rineka Cipta. 

Drs.Ilhami,1990,Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia,Surabaya : Usaha 

Nasional. 

Fidel Miro ,1997,Sistem Tranportasi Kota, Bandung : Trasito. 

Gunawan Sumodiningrat,1999,Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman 

Sosial, Jakarta,PT.Gramedia Pustaka Utama. 

Hesel Nogi S,Tangkilisan,2003,Kebijakan Publik Yang Membangun,Jakarta : PT 

Gramedia Widiasarana. 

Tangkisilan Hessel Nogi S,Kebijakan Publik Yang Membumi,YPAP 

,Yogyakarta,2003,hlm 8. 

HR.Ridwan,2003,Hukum Administrasi Negara,Jakarta : Raja Grafindo Persada. 

Malkamah Siti,1999,Pengantar Manajemen Lalu Lintas, Yogyakarta : Keluarga 

Mahasiswa Tenik Sipil (KMTS) Fakultas Teknik UGM 

Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Angkutan Umum Tidak
Dalam Trayek
di Kabupaten Banjarnegara
DIAN PARAMITA, Dwi Haryati,S.H,M.H
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat,2009, Hukum Administrasi Negara 

dan Kebijakan Pelayanan Publik,Bandung : Nuansa. 

Manan Bagir,1987,Konvensi Ketatanegaraan,Bandung: Armico. 

Miriam Budiharjo,2004,Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Jakarta 

: Gramedia. 

M.N.Nasution,2004,Manajemen Transportasi,Jakarta : Ghalia Indonesia. 

Mr.N.M.Spelt dan Prof Mr.J.B.J.M.Ten Berge,1993,Pengantar Hukum Perizinan 

yang disunting oleh Dr.Philipus M,Hadjon S.H,Surabaya : Yuridika. 

Ndraha, 2001, Ilmu Pemerintahan Jilid I ,Yogyakarta:Fakultas Ilmu Politik 

Universitas Gadjah Mada. 

Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, M.A., 2009, MetodePenelitianHukum, Jakarta : Sinar 

Grafika. 

Prof.Dr.Lijan Poltak Sinambela, dkk.,2006, Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta : 

PT. Bumi Aksara. 

Rasyid, 2000, Makna Pemerintahan, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya. 

Richard Burton Simatupang,S.H.,1995,Aspek Hukum Dalam Bisnis,Jakarta : 

Rineka Cipta. 

Ridwan Juniarso, Achmad Sodik Sudrajat ,2009, Hukum Administrasi Negara dan 

Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung : Nuansa. 

Rony Hanitijo Soemitro,S.H.,Metodelogi  Penulisan dan Juru Metri,Jakarta : 

Ghalia Indonesia. 

Sugandha Daan,1989,Pengantar Administrasi Indonesia,Jakarta: Intermedia. 

 

Sukirno Sadono,1976,Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembanguna 

Daerah,Jakarta : LP FE UI. 

Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Angkutan Umum Tidak
Dalam Trayek
di Kabupaten Banjarnegara
DIAN PARAMITA, Dwi Haryati,S.H,M.H
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Sulastio,Bernan Steny dkk,2008,Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik,Malang 

: Trans Publishing.  

Warpani Suwarjoko P ,2002,Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

Bandung  : ITB. 

Sjachran Basah,1985,Eksistensi dan Tolok Ukur badan Peradilan Administrasi 

Negara, Bandung: Alumni. 

Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji,2003,Penelitian Hukum Normatif,Suatu 

Tinjauan Singkat, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 

Thoha Miftah,Ilmu Administrasi Publik Kontemporer,Jakarta: Kencana. 

Urtech.E,1988,Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: 

Pustaka Tinta Mas. 

Versteden C.J.N,1984,Inleiding Algemeen Bestuursrecht,Tjeenk Willink,Alphen 

aan den Rijn: Samson H.D 

W.J.S Poerwadirminta,1985,Kamus Besar Bahasa  Indonesia,Jakarta: Balai 

Pustaka. 

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5025); 

Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5038) 

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, 

Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran 

Negara Republik Indoneisa tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5221) 

Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Angkutan Umum Tidak
Dalam Trayek
di Kabupaten Banjarnegara
DIAN PARAMITA, Dwi Haryati,S.H,M.H
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan 

Jalan  (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Nomor 3527) 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594) 

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 

1993 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum 

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 

2003 tentang  Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 

SK.687/AJ.206/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan 

Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap 

dan Teratur 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 

Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

SKRIPSI dan JURNAL : 

Agus Tri Yuwono,2009, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Trans 

Jogja Dalam Mewujudkan Pelayanan Transportasi Yang Murah, Aman Dan 

Nyaman,Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 

Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Angkutan Umum Tidak
Dalam Trayek
di Kabupaten Banjarnegara
DIAN PARAMITA, Dwi Haryati,S.H,M.H
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Theresia Rosalinda,2004, Kajian  Jaringan  Pelayanan  Angkutan Umum Penumpang  Dalam  

Kota  Di  Kota Solok,Thesis Universitas Diponegoro. 

Fitri Hardilasari,2014,Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam 

Penertiban Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru,Skripsi Fakultas Ekonomi 

Dan Ilmu Sosial Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

Djoko Setjowarno dan Russ Bona Frazila,2003,Pengatar Rekayasa 

Transportasi,Jurnal Fakultas Teknik Sipil Universitas Katolik 

Soegijapranata 

Lukman Marcus, 1996, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang 

Perencanaan dan   

 Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap 

Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional,Disertasi Universitas 

Padjadjaran 

INTERNET : 

http://digilib.undip.ac.id/chapterII/1136/2//.pdf,diakses pada 10 November 2015, 

pukul 14.00 WIB 

http://repository.uin-suska.ac.id/1127/1/fm.pdf, diakses pada 10 November 2015, 

pukul  14.00 WIB 

http://www.mitrasamsat.com/2014/07/cara-perpanjangan-kir-mobil-

dan.html,diakses pada Rabu 2 Maret 2016, pukul 20.00 WIB 

 

 

Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Angkutan Umum Tidak
Dalam Trayek
di Kabupaten Banjarnegara
DIAN PARAMITA, Dwi Haryati,S.H,M.H
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://repository.uin-suska.ac.id/1127/1/fm.pdf,%20diakses
http://www.mitrasamsat.com/2014/07/cara-perpanjangan-kir-mobil-dan.html
http://www.mitrasamsat.com/2014/07/cara-perpanjangan-kir-mobil-dan.html

